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PROPINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan
Pengarusutamaan Gender di setiap Perangkat Daerah,
diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengangggaran,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan
kegiatan Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
yang menyatakan bahwa Focal Point PUG dipilih dan
ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertiimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan
Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Focal
Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Sekretariat Daerah
Kota Semarang;,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan
Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang
Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum
Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai
Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3835;
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10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembantukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propipnsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah
(Lembaran Negra Republik Indonesia Tahuun 1992 Nomor
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Menetapkan
KESATU

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013
tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 114);

Keputusan Walikota Semarang Nomor 415/1118 tahun
2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kota Semarang;

Keputusan Walikota Semarang Nomor 475.521/1135
Tahun 2017 tentang Pembentukan Focal Point
Pengarusutamaan Gender Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Sekretariat

Daerah Kota Semarang dengan susunan Kkeanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. ), p
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tugas Focal Point sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU adalah sebagai berikut:

a.
b

C.

f.

mempromosikan pengarusutaman gender pada unit kerja;
menyusun Rencana Kerja yang berperspektif gender;
melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi
pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf
pada unit kerja;

melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan;
mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap
kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan

penyusunan data gender dan anak pada unit kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, Focal Point sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan

hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tangggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

/ Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

AGUS RIYANTO

SALINAN disampaikan kepada Yth : o

P b

Walikota Semarang;

Wakil Walikota Semarang;

Para Asisten Sekda Kota Semarang;

Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN

GENDER

(PUG)  SEKRETARIAT

DAERAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PUG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM TIM
1 2 3

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang Penanggung Jawab
Asisten Administrasi Pemerintahan .

2. Koordinator I
Sekda Kota Semarang

3 Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Koordinator II

' Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang ©
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang Koordinator III
o Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang Sekretaris I
Bagian Admini i Pemb

6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris II
Setda Kota Semarang

T Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang Sekretaris III
Kepala Bagian Tata Pemerintahan

8. Setda Kota Semarang fnggota ’

9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang Anggota

10 Kepala Bagian Otonomi Daerah A -

" | Setda Kota Semarang neeo

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa

11.

; Setda Kota Semarang iggota

12. | Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang | Anggota
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

13 Setda Kota Semarang Anggota

14. | Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang Anggota
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NO

JABATAN DALAM DINAS

KEDUDUKAN DALAM TIM

2

3

15.

Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang | Anggota

16.

Kepala Bagian Humas & Protokol
Setda Kota Semarang

Anggota

/ Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

fq.A US RIYANTO
L




